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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada pembahasan dan rumusan masalah 

yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi asas adil dan 

merata dalam  penyelenggara jasa layanan internet prabayar Indosat di 

Kabupaten Gunung Kidul  tidak sesuai dengan  Pasal 7 Undang- Undang 

Nomor  8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen.  

B. Saran  

1. Mewujudkan dan menciptakan masyarakat sebagai konsumen yang cerdas 

dan aktif dalam melindungi dirinya sendiri, sebaiknya muncul dari dalam 

diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai konsumen hendaknya lebih 

memperhatikan dan mengurangi keacuhan dan ketidak-peduliannya 

terhadap sekitar dan mulai aktif serta cerdas dan kritis menyikapi sikapnya 

sebagai konsumen yang baik guna menghindari terjadinya kerugian yang 

mungkin akan menimpanya di kemudian hari. 

2. Pemerintah juga disarankan berperan lebih dengan mengadakan banyak 

sosialisasi mengenai konsumen cerdas pada masyarakat, mengadakan 

pembinaan dan pelatihan dalam kegiatan sosial perihal konsumen, dan 

memperbanyak interaksi antara masyarakat dan pemerintah dengan 

menunjukkan kepedulian dan kedekatan pemerintah terhadap masyarakat 
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sehingga program gerakan konsumen cerdas dapat dirasakan oleh 

masyarakat. 

3. Pelayanan PT INDOSAT  dinilai masih kurang oleh konsumen. Akan lebih 

baik  PT INDOSAT terus meningkatkan pelayanan karena variabel ini 

menjadi faktor yang berpengaruh bagi konsumen dalam memilih kartu 

provider . Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan penambahan 

layanan acces yang stabil serta mengadakan pelatihan bagi karyawan 

terutama bagian customer service agar lebih handal, inovatif, dan 

profesional dalam menangani produk dan jasa demi tercapainya kepuasan 

pelanggan. 

4. Penulis menyarankan mengaktifkan lembaga yang telah dibuat pemerintah 

yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dan lembaga 

swasta yaitu Lembaga Konsumen Yogyakarta atau disebut juga LKY. 

Lembaga ini telah lama berdiri namun masih banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui keberadaannya. Diharapkan lembaga ini dapat sebagai 

jembatan antara masyarakat sebagai konsumen dan sebagai perwakilan 

pemerintah sehingga masyarakat tahu tempat harus melakukan pengaduan 

bila dirasa dirugikan oleh pelaku usaha. 
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